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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
  Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa bentuk iuran sampah di Kota 
Yogyakarta merupakan kewajiban sosial, bukan merupakan pelaksanaan prinsip 
pencemar membayar karena sudah ada suatu kesepakatan antar warga dalam 
wujud suatu kontribusi dan untuk melakukan iuran tersebut  diserahkan kepada 
tenaga kerja yang telah mengambil sampah. Apabila kita sebagai warga 
mempunyai jiwa sosial, maka warga sanggup membayar uang untuk iuran 
sampah dan dapat dikatakan peduli lingkungan hidup. Jika ada salah satu warga 
yang tidak membayar iuran sampah, maka sampah tersebut tetap diambil oleh 
tenaga kerja sebagai wujud kepedulian sosial. Hal ini bersifat kontrapretatif. 
Apabila sampah tidak diambil maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan. 
Adapula bila salah satu warga yang tidak membayar iuran sampah maka sampah 
tersebut tidak diambil, karena sudah merupakan kesepakatan dua belah pihak  
yaitu tenaga kerja dengan Ketua RT. Instansi sebagai pengelola sampah adalah 
Pemerintah karena Pemerintah telah mempunyai anggaran dana untuk membeli 
truck yang digunakan untuk mengangkut sampah. Pembayaran iuran sampah 
dibayarkan satu bulan sekali sebagai suatu kewajiban dan tidak semua warga 
membayar dengan harga yang sama. Hal tersebut tergantung pada jumlah orang 
dalam KK yang memproduksi sampahnya. Tetapi ada juga warga yang membayar 
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retribusi saja tanpa memberikan iuran sampah. Dengan adanya pembayaran iuran 
sampah, warga bukan merupakan pencemar karena warga mempunyai 
kesepakatan melakukan kewajiban untuk membayar guna kepentingan tenaga 
kerja yang mengambil sampah dan juga untuk kepentingan bersama.  
Pelaksanaan Iuran sampah sudah efektif dalam rangka penegakkan Undang-
Undang tentang Pengelolaan Sampah. Alasannya bahwa dengan telah dibuat 
Undang-Undang agar masyarakat dapat patuh terhadap peraturan yang berlaku 
tersebut. Jadi untuk melaksanakan sesuatu pasti ada pelaksana. Apabila tidak ada 
pelaksana, maka Pemerintah akan kerepotan untuk mengurusinya. Dengan adanya 
kader PKK RT dan RW sehingga lebih memudahkan penarikan iuran sampah. 
Jadi warga membuang sampah pada tempatnya serta membayar retribusi dan 
iuran sampah secara rutin pula yang telah diberikan kepada Pemerintah Kota. 
Dalam pengelolaan sampah juga sudah ada yang efektif dengan Undang-Undang 
Pengelolaan Sampah. Hal ini sudah terbukti adanya 9 RW di Kota Yogyakarta 
yang telah melakukan pengelolaan sampah mandiri. Tetapi ada juga tempat di 
Yogyakarta yang belum dapat melakukan pengelolaan sampah mandiri 
dikarenakan belum ada sosialisasi dari Pemerintah. 
 
B. Saran 
  Sebaiknya perlu adanya peningkatan atas pembayaran iuran sampah dengan 
cara kader RT atau RW memberi suatu penyuluhan bahwa dengan membayar 
iuran sampah merupakan suatu kewajiban sosial yang harus dilaksanakan karena 
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uang tersebut dari rakyat dan untuk rakyat. Dengan adanya pembayaran iuran 
sampah, maka sampah warga akan diambil oleh tenaga kerja dan tidak akan 
menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam hal efektivitas pelaksanaan iuran 
sampah dalam rangka penegakkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah oleh 
pelaksana perlu ditingkatkan lagi agar warga masyarakat lebih mematuhi 
peraturan yang berlaku dan apabila ada suatu pelanggaran harus ditegakkan 
dengan hukum yang berlaku pula. Ditingkatkan di sini dalam arti pelaksanaan, 
kewajiban untuk membayar, pembuangan sampah pada tempatnya, pengelolaan 
sampah serta peran serta masyarakat. Serta peningkatan sosialisasi Pemerintah 
Kota Yogyakarta dalam hal pengelolaan sampah mandiri di berbagai tempat di 
Yogyakarta. 
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